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ABSTRAKSI

Pemerintah desa merupakan sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan
pemerintah ditingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada rakyat
melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat
desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara
pemerintahan desa ini mempunyai berbagai macam wewenang yang bersifat
yuridis, antara lain, wewenang khusus dalam suatu sektor pengaturan
pemerintahan yang fungsional. Terdapat juga berbagai macam kelembagaan
pemerintah yang dapat dianalisa secara ilmiah, akan tetapi kelembagaan
pemerintah yang berbeda-beda, misalnya: badan-badan pemerintahan, yayasan-
yayasan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut:
BUMN).Hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hak
dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan pihak yang
diperintahbaik dalam rangka terselenggaranya kekuasaan pemerintahan maupun
terselenggaranya kerja sama didalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang
disyaratkan oleh konstitusi negara.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi yang diemban,
yang meliputi fungsi pelayanan, pengayoman atau pengaturan dan fungsi
pemberdayaan (pembangunan). Ketika hal itu difokuskan pada konteks
pemerintahan dalam arti yang luas fungsi pemerintahan adalah melakukan
pengembangan bidang tugas dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang
disyaratkat oleh konstitusi setiap negara. Tata tertib yang tercipta dalam bentuk-
bentuk organisasi pemerintahan itu dilakukan melalui pendekatan pada struktur
formal dari organisasi pemerintahan yang terinplementasi dalam dokumen-
dokumen yuridis sesuai yang diatur dalam  peraturan perundang-undangan dan
penetapan-penetapan pelaksanaan.
Pendekatan yuridis pemerintahan lebih menitik beratkan pada asas-asas
sentralisasi dan desentralisasi, dalam hal kewenangan dari lembaga-lembaga/
badan-badan pemerintahan. Kewenangan inilah yang menjadi suatu permasalahan
dalam penyelenggaran pemerintahan, khususnya pemrintahan desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemerintahan, dan Pemerintah Desa.
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ABSTRACT

The village government is a sub- system of national, government in a
unitary state of the republic Indonesia, which has the authority to regulate and
manage the interests of society. The village head as the leader of the government
at the village level in performing his duties and obligations, has and obligations
to account to the people through the village consultative bodies and submit reports
on the implementation of is duties to the head. The village head is assisted by the
village apparatus is the element of village administration. orgaizers of village
administration has a wide range of juridical authority, among other, specialized in
a sector governancearrangements are funtional. The are also various government
institutions that can be scientifically analyzed, but different government
institutional, such a government agencies, government foundations, state owned
enterprises (hereinafter referred to as BUMNSs). The law of governance is the law
that governs the relationship between the righs and abligations of the government
has the holder of power wiht theruled party both in the context of the
implementation of governmental power and the inplementation of cooperation in
the achievementof state objectives as required by the state constitution.

Government as the holder of power in the administration of the government
in its essence becomes the embidiment and functions carried, which include the
functions of sevice, shelter, or arrangement and functions of empowerment
(development). When it is focused onthe governance context in the broadest
sense the function of government is to develop the field of duty in the
achievement of state objectives as required by the constitution of each country.
The order that is created in the forms of government organization is done through
the attachment to the formal structure in the organization of government is done
through the juridical document as stipulated in the legislation inthe
implementationof the implementation. The juridical approach of government
focuses the principles of centralization and decentralization,in terms of powers
and institations of governmental bodies.

Keywords: village head, government and village gevernment



